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Rancangan Awal Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud disusun dengan mengacu kepada Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-
2025 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Awal Rencana Strategi (Renstra)
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, target,
indikator keluaran (output), indikator hasil (outcome), serta indikasi pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 ini dilakukan untuk
mendukung pelaksanaan sebagian tugas kepala daerah yaitu pembinaan, pemantauan,
evaluasi dan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu
dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategi ini, dan kami menyadari bahwa
Rancangan Awal Rencana Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan

masukan sebagai upaya perbaikan.

Melonguane, 2021
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN




1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 03 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengalami perubahan nomenklatur
dari sebelumnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang
disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah. Dengan rincian tugas dan fungsinya tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Kepulauan Talaud Nomor 54 Tahun 2016 tentang susunan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud.

Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk Badan, BPKAD berada bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok membantu Bupati
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1) bahwa
setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,
dan berkelanjutan.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun
yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif. Hubungan dan keterkaitan perencanaan pada RPJMD
Kabupaten Kepulauan Talaud dengan RENSTRA BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud
dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD
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RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan
penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan

arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang



1.2

merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat
indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis
SKPD atau lebih dikenal dengan Renstra-SKPD. Rencana pembangunan 5 tahunan ini
selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam
Rencana Kerja (Renja). Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1
tahun. Renja-SKPD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif
selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA inilah yang menjadi muara
dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi
dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 113 ayat (1),
mengamanatkan bahwa Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala
BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam
penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Sehubungan dengan itu agar terlaksananya
penyusunan dokumen Rencana Strategis pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud
yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025, perlu

dilakukan Penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Landasan Hukum
Penyusunan Renstra BPKAD Tahun 2020-2025 dilandasi oleh beberapa peraturan,

yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4183);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggung Jawaban Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
(SPPN);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kota;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor: 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034

(Lembaran DaerahnKabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 Nomor 1 Seri E).
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1.4

Maksud dan Tujuan
a) Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dimaksudkan untuk merumuskan tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud periode Tahun
2020-2025.

b) Tujuan
Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun
2020-2025 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, PPA
demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA

SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2020-2025 disusun sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB Il : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan RenstraPenentuan Isu-isu Strategis
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu — isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a)

b)

Tugas Pokok

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati

dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

3. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, struktur Organisasi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud seperti Gambar
2.1:



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi
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Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing satuan organisasi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah digambarkan sebagai berikut :

1.

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksaaan tugas dan
fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

3. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan kebijakan,
mengkoordinasikan, membina, merencanakan, mensinkronisasikan, mengawasi,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan serta pelaksaaan tugas Kesekretariatan,

Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, Bidang Perbendaharaan serta Bidang Aset.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan mengkoordinasikan tugas
Bidang-Bidang;

2. Menyusun bahan Visi dan Misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi
konsep Visi dan Misi Dinas (Visi dan Misi SKPD);

3. Menyusun Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan Rencana Kerja (Renja-
SKPD), dan kebutuhan anggaran sekretariat dan Bidang-bidang sebagai Rencana
Kerja dan Anggaran Dinas (RKA-SKPD) serta bahan laporan kinerja dinas dari
masing-masing Bidang dan Sekretariat serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ)
Bupati dan Kabupaten;

4. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan kebutuhan rutin maupun operasional dan
mendistribusikannya kepada para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian,
pejabat Fungsional lainnya dan staf pelaksana Dinas;

5. Memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan dinas sesuai prosedur pelayanan
terhadap masyarakat yang membutuhkan data atau informasi tugas/kegiatan yang
dilaksanakan dinas;

6. Memfasilitasi pengadministrasian serta penyampaian informasi, instruksi, nota dinas
dan/atau surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada bidang-bidang;

7. Mengkoordinasikan, menghimpun dan mengelola arsip naskah dinas, dokumen, data
pegawai;dan merumuskan bersama Rencana Strategis Sekretariat dan

mengkoordinasikan Rencana Strategis Bidang-Bidang;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan dan/atau
petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

Mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama pedoman Kkerja
sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;

Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan
Sekretariat sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh
Kepala dinas menurut skala prioritas;

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengisian daftar hadir pegawai dinas,
selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan;

Mengontrol penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga,
pemeliharaan dan inventarisasi barang serta kepegawaian badan;

Mewakili Kepala dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari apabila Kepala dinas
sedang dinas luar atau berhalangan atau atas petunjuk Kepala Badan;

Meneliti dan memaraf setiap Naskah Dinas yang akan disampaikan kepada pimpinan
baik untuk ditandatangani atau sebagai bahan laporan, masukan atau permintaan
petunjuk, kecuali naskah yang bersifat rahasia dan/atau pada saat yang tidak
memungkinkan serta mendesak ditindaklanjuti;

Melaksanakan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas (PPK-SKPD);
Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan
strategis lingkup Sekretariat kepada Kepala dinas;

Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala dinas dan/atau Kepala
Bidang di lingkungan Dinas terkait pelaksanaan tugas lingkup Dinas;

Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta
memberikan alternatif pemecahan masalah;

Melakukan koordinasi teknis dengan Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya;
Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka
penyelenggaraan tugas sesuai penugasan Kepala dinas;

Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya peningkatan
produktivitas kerja dan pengembangan karier PNS;

Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup
Sekretariat dan memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas
secara administratif kepada Kepala dinas setiap akhir tahun anggaran atau pada saat
serah terima jabatan;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai

dengan wewenang bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam pelaksanaan penyiapan bahan perumusan Kkebijakan,

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan

program/kegiatan, evaluasi dan pelaporan dinas.
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Untuk menjalankan tugasnya, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

melakasanakan fungsi sebagai berikut :

1.

© ©®© N o g A

11.
12.
13.

14.

15.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan dan
Evaluasi;

Menyiapkan bahan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) dibidang
Perencanaan dan Evaluasi;

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan
dan Evaluasi;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Kegiatan Badan;

Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Badan;

Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Badan;

Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan,;

Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi bidang perencanaan dan evaluasi;
Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di

bidang perencanaan dan evaluasi;

. Menyiapakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan

evaluasi;

Menyiapakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian;

Menyiapkan bahan Laporan kinerja program sub bagian;

Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]|.IP)
Badan dan Kabupaten, menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggung-jawaban Bupati serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah);

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

sekretaris sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

pembinaan pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang umum dan

kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan

fungsi sebagai berikut:

1.
2.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Umum dan Kepegawaian;
Menyiapkan bahan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) dibidang
Perencanaan dan Evaluasi;

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Umum dan
Kepegawaian;

Melasanakan urusan surat - menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi,
keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, Inventarisasi, pemeliharaan sarana

prasarana kantor;



23

11.

12.

13.

14.

15.

Menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-undangan bidan
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Menyiapkan bahan pelaksaaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
Menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi badan;

Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian;

. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian di bidang Umum dan

Kepegawaian;

Menyiapakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian;
Menyiapkan bahan Laporan kinerja program sub bagian;

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melakasanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban
kantor;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai

dengan wewenang bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di

bidang administrasi keuangan Badan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan melaksanakan fungsi:

1.
2.

10.

11.
12.
13.
14.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan;

Menyiapkan bahan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) dibidang
Keuangan;

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Keuangan;
Menyiapakan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
Menyiapkan bahan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) yang diajukan oleh masing-masing bidang dan SKPD;

Menyiapkan bahan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) yang diajukan oleh bendahara SKPKD untuk belanja bunga, subsidi, hibah,
bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan;

Menyiapkan bahan pembuatan dan penyusunan Suarat Perintah Membayar (SPM)
atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh masing-masing
bidang dan bendahara SKPKD;

Menyiapkan bahan  pembuatan  dan penyusunan laporan realisasi anggaran
pendapatan dan belanja Badan;

Menyiapkan bahan laporan prognosis realisasi anggaran pendapatan dan belanja
Badan;

Menyiapakan bahan pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) Badan;

Menyiapkan bahan verifikasi harian atas penerimaan;

Menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi Badan;

Menyiapakan bahan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

Menyiapkan bahan pertanggung-jawaban keuangan Badan;



15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;

Menyiapakan bahan penyusunan Laporan realisasi anggaran Badan;

Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian
di bidang keuangan;

Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian;
Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program sub bagian;
Menyampaiakan saran dan  pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan wewenang bidang tugasnya.

Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan

fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran, administrasi anggaran dan bina

administrasi anggaran desa serta administrasi belanja Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan

Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Anggaran melaksanakan fungsi:

1.

2.
3.

10.

Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk dirumuskan menjadi
konsep visi dan misi Dinas;

Menyusun dan merumuskan rencana strategis Bidang;

Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis
sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan
Bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh
Kepala Dinas menurut skala prioritas;

Menyusun usulan rencana kerja dan anggaran (RKA) Bidang untuk dirumuskan
menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas;

Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan
kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas instruksi/
disposisi pimpinan;

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi
kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi anggaran belanja tidak langsung dan
pembiayaan, anggaran belanja langsung serta penyusunan dan penelaahan
kebijakan anggaran dan Alokasi dana desa;

Menghimpun dan mengolah usulan anggaran belanja tidak langsung dan
pembiayaan, menyusun lampiran Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD,
melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD serta pengendalian
Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja tidak langsung dan pembiayaan;
Menghimpun dan mengolah usulan anggaran belanja langsung, menyusun lampiran

Raperda tentang APBD dan Perubahan APBD, melakukan verifikasi rancangan



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

DPA-SKPD dan DPPA-SKPD serta pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)
untuk belanja langsung;

Membahas RKA SKPD Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berupa
belanja langsung, menyusun naskah Rancangan Perda tentang APBD dan
Perubahan APBD, kebijakan penganggaran, menghimpun, menyusun dan
mengolah anggaran kas SKPD dan pemerintah daerabh;

Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan
publik di lingkup tugasnya;

Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan
strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada Kepala Badan;

Memberikan masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan terkait
pelaksanaan tugas lingkup Bidang;

Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta
memberikan alternatif pemecahan masalah;

Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya dalam
pelaksanaan tugasnya;

Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat Kabupaten/Kota,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat maupun instansi vertikal dalam
rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Kepala Badan;

Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi
pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;

Melaksanakan program/kegiatan bidang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
Membina, mengevaluasi dan memotivasi kinerja bawahan dalam upaya
peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;

Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup
Bidang sesuai ketentuan yang berlaku;

Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas pelanggaran
disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;

Merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;

Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
secara administratif kepada Kepala Badan melalui Sekretaris setiap akhir tahun
anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

Menyampaikan dokumen-dokumen yang oleh ketentuan harus disampaikan kepada
pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang

bidang tugasnya.

Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan

pemberian bimbingan di bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

melaksanakan fungsi sebagai berikut :
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3.3

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan
penyusunan anggaran;

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi perencanaan dan
penyusunan anggaran;
Menyiapkan bahan pengolahan rencana APBD;
Menyiapkan penyusunan APBD, Pergeseran APBD dan Perubahan APBD berserta
dokumen pendukung APBD lainnya;

5. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan
penyusunan anggaran;
Menyiapkan bahan penyusunan Pedoman pergeseran APBD,;
Menyiapkan bahan penyusunan Pejabat Pelaksanaan Penatausahaan Pelaksanaan
APBD;

8. Menyiapkan bahan pengesahan DPA dan Pengesahan Dokumen APBD;

9. Menyiapakan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan
pengendalian dibidang administrasi Anggaran;

10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala
bidang sesuai dengan wewenang bidang tugasnya.

Seksi Administrasi Anggaran

Kepala Seksi Administrasi Anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di

bidang Adminstrasi Anggaran.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Administrasi Anggaran melaksanakan

fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan perumusan teknis di seksi administrasi anggaran;

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi administrasi anggaran;

3. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi seksi administrasi anggaran;

4. Menyiapkan bahan pembuatan dan penyusunan produk hukum lingkup bidang
anggaran;

5. Menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan pemberian belanja hibah, bantuan
sosial dan bantuan keuangan,;

6. Menyiapkan/menggandakan dokumen APBD, Penjabaran APBD beserta dokumen
pendukung APBD;

7. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian
di seksi administrasi Anggaran;

8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai
dengan wewenang bidang tugasnya.

Seksi Bina Administrasi Anggaran Desa

Kepala Seksi Bina Administrasi Anggaran Desa mempunyai tugas penyiapan bahan

perumusan Kkebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian

bimbingan di bidang Administrasi Anggaran Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Bina Administrasi Anggaran Desa

melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa;



2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana Program dan Kegiatan Seksi Bina
Administrasi Anggaran Desa;
Menyusun kebijakan pengalokasian anggaran kepada Pemerintah Desa;
Menyusun kebijakan Standar Satuan Biaya Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Pemerintah Desa;

5. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum di bidang pengelolaan keuangan
Desa;

6. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang administrasi anggaran
Desa;
Mengkaji dan memverifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Rancangan APBDesa;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan wewenang bidang tugasnya.

Bidang Perbendaharaan
Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Belanja Gaji, Belanja Non Gaji dan Verifikasi dan
Evaluasi.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bidang Perbendaharaan melaksanakan
fungsi :
1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Gaji, Belanja
Non Gaji dan Verifikasi dan Evaluasi;
penyusunan rencana program dan RKA Bidang;
pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Gaji, Belanja Non Gaji
dan Verifikasi dan Evaluasi;
pelaksanaan pengujian terhadap semua pengajuan pembayaran;
pelaksanaan penelitian Surat Permintaan Pembayaran (SPM) gaji maupun non gaji;
penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan
ganti rugi (TP-TGR);
7. penelitian kelengkapan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) belanja dan pengesahan
SPJ Pendapatan;
pelaksanaan sebahagian tugas Bendahara Umum Daerah yang dilimpahkan;
pelaksanaan penelitian kebenaran daftar gaji dan surat permintaan pembayaran
(SPP) tunjangan lainnya;
10. pelaksanaan penerbitan surat keputusan pemberhentian pembayaran;
11. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
Bidang Pengelolaan Gaji, Belanja Non Gaji dan Verifikasi dan Evaluasi;
12. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang;
13. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan wewenang bidang tugasnya.
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4.2

Seksi Belanja Non Gaji

Kepala Seksi Belanja Non Gaji mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di Bidang Belanja

Non Gaiji.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Belanja Non Gaji melaksanakan tugas :

I o

9.
10.

11.
12.
13.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Belanja Non Gaji;
menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Belanja Non Gaji;
pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Belanja Non Gaji;

menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di Bidang Belanja Non Gaji;
menyiapkan bahan pengujian terhadap semua pengajuan pembayaran belanja;
menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian SPM belanja gaji maupun belanja non
gaji;

menyiapkan bahan penerbitan SPD belanja non gaji;

menyiapkan bahan untuk penyelesaian masalah Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) belanja non gaji;

menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di Bidang Belanja Non Gaiji;
menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
Bidang Belanja Non Gaji;

menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi;

menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan wewenang bidang tugasnya.

Seksi Belanja Gaji

Kepala Seksi Belanja Gaji mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di Bidang Belanja
Gaiji.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Belanja Gaji melaksanakan tugas :

A

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Belanja Gaiji;

menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Belanja Gaji;
pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Belanja Gaji;

menyiapkan bahan penelitian SPM gaiji;

menyiapkan bahan penerbitan SPD gaji;

menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan belanja gaji dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

menyiapkan bahan pembuatan dan pencetakan daftar gaji Pegawai ASN, DPRD dan
Bupati/Wakil Bupati;

menyiapkan bahan pemeriksaan daftar gaji, tunjangan dan kekurangan maupun
kelebihan gaji yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta menyiapkan
SPD ;
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9. mengumpulkan bahan untuk menyelesaikan masalah tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi gaji;

10. menyiapkan bahan untuk penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran;

11. menyiapkan pembayaran uang duka bagi pegawai ASN yang meninggal dunia;

12. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di Bidang Belanja Non Gaiji;

13. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
Bidang Belanja Gaji;

14. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi;

15. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi; dan

16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan wewenang bidang tugasnya.

Seksi Verifikasi dan Evaluasi

Kepala Seksi Verifikasi dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan bahan

perumusan Kkebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian

bimbingan di Bidang Verifikasi dan Evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Verifikasi dan Evaluasi melaksanakan

tugas sebagai berikut :

1. menyiapakan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Verifikasi dan Evaluasi

APBD;

menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Verifikasi dan Evaluasi;

pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Verifikasi dan Evaluasi;

menyiapakan bahan penyusunan dan pengesahan (SPD);

menyiapkan bahan penelitian kelengkapan SPJ Belanja dan SPJ Pendapatan;

menyiapkan bahan verifikasi pendapatan;

menyiapkan bahan pemantauan dan pengendalian APBD;

menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi Pendapatan dan Belanja APBD;

menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di Bidang Administrasi Anggaran;
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0. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
Bidang Belanja Non Gaji;

11. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi;

12. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi; dan

13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan wewenang bidang tugasnya.

Kepala Bidang Akuntansi
Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
fungsi Penyusunan Laporan Keuangan, Penatausahaan Keuangan dan Monitoring dan
evaluasi keuangan.
Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Akuntansi melaksanakan fungsi :
1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi pada seksi

penyusunan laporan keuangan, penatausahaan keuangan dan monitoring dan

evaluasi keuangan;

2.  Menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang;



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau petunjuk teknis
sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang tugasnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan rencana kegiatan
bidang sesuai dengan rencana strategis dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh
Kepala Badan menurut skala prioritas;

Menyusun usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bidang untuk dirumuskan menjadi
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;

Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan
kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau atas
instruksi/disposisi pimpinan;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi pada seksi penyusunan
laporan keuangan, penatausahaan keuangan dan monitoring dan evaluasi keuangan;
Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan
transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD;

Menyiapkan penyusunan dan penggabungan Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan dan Aset Daerah, meminta kepada Kepala SKPD sebagai PA/KPA untuk
menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja Interim sekurang-kurangnya setiap
triwulan, menyiapkan pernyataan tanggungjawab atas Laporan Keuangan Tahunan
bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan serta menyajikan informasi
keuangan daerah;

Pemberian pembinaan teknis akuntansi pada semua SKPD/Unit Kerja se-Kabupaten
Kepulauan Talaud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Penyusunan laporan berkala/realisasi anggaran triwulan, semesteran, tahunan;
Pelaksanaan pembukuan secara sistematis dan kronologis realisasi penerimaan,
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;

Pelaksanaan pengumpulan data dari SKPD dan SKPKD untuk
dikompilasi/penggabungan guna penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

Menyusun draft rancangan Peraturan daerah/Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan memfasilitasi pembahasan dengan
DPRD dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada
Gubernur sebagai bahan evaluasi dan sampai RANPERDA/RANPERBUP tersebut
ditetapkan menjadi PERDA dan PERBUP pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
Menyiapkan bahan penginvetarisasian permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan APBD dan Menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan
evaluasi APBD secara periodik sesuai kebijakan pimpinan daerah;

Menyiapkan bahan pelaksanaan analisa laporan keuangan;

Memfasilitasi pelaksanaan audit yang baik yang dilaksanakan oleh auditor eksternal
maupun internal;

Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah kepada entitas

akuntansi;



5.1

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah,;

Pelaksanaan pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan
manajerial dari entitas akuntansi menjadi laporan tunggal (laporan kompilasi) sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Penyiapan dokumen produk hukum tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
beserta Penjabarannya dan dokumen pendukung lainnya;

Pembuatan laporan umpan / balik pendapatan daerah dan belanja daerah
berdasarkan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran sebagai laporan kepada
SKPD bersangkutan;

Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pencatata serta pengolahan data penerimaan
dan pengeluaran dari kas daerah menjadi pencatatan rekening timbal — balik;
Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/kota,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka
penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan kepala badan;

Pelaksanaan pengawasan terhadap pencatatan pendapatan daerah dan belanja
daerah serta pembiayaan daerah sesuai jenis penerimaan, belanja dan pembiayaan
untuk tertib administrasi;

Menggandakan dan mendistribusikan dokumen-dokumen yang dihasilkan melalui
pelaksanaan tugas berupa PERDA/PERBUP Pertanggungjawaban APBD, laporan
bulanan, triwulanan, semeteran kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan
instansi lainnya yang berdasarkan ketentuan harus diberikan;

Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pada
seksi penyusunan laporan keuangan, penatausahaan keuangan dan monitoring dan
evaluasi keuangan;

Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait kebijakan-kebijakan
strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada kepala badan;

Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran bidang dan laporan kinerja
program bidang;

Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
secara administratif kepada Kepala Badan melalui sekertaris setiap akhir tahun
anggaran atau pada saat serah terima jabatan;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kapala badan sesuai

wewenang bidang tugasnya.

Seksi Penatausahaan Keuangan

Kepala Seksi Penatusahan Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di

bidang Penatausahaan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Penatusahan Keuangan melaksanakan

fungsi :

1.
2.
3.

Penyusunan program kegiatan seksi penatausahaan keuangan;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi Penatausahaan Keuangan;

Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di seksi penatausahaan keuangan;
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10.

11.

12.

Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan
transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD;

Pemberian pembinaan teknis akuntansi pada semua SKPD/Unit Kerja se-Kabupaten
Kepulauan Talaud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pelaksanaan pembukuan secara sistematis dan kronologis realisasi penerimaan,
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;

Pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah kepada entitas
akuntansi;

Pembuatan laporan umpan / balik pendapatan daerah dan belanja daerah
berdasarkan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran sebagai laporan kepada
SKPD bersangkutan;

Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di seksi
penatausahaan keuangan;

Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi penatausahaan
keuangan;

Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi penatausahaan
keuangan;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai wewenang

bidang tugasnya.

Seksi Analisa, Monitoring dan Evaluasi

Kepala Seksi Analisa, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan bahan

perumusan Kkebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian

bimbingan di bidang Analisa, Monitoring dan Evaluasi Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Analisa, Monitoring dan Evaluasi

melaksanakan fungsi :

1.
2.

Penyusunan program kegiatan seksi analisa, monitoring dan evaluasi;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi analisa, monitoring dan
evaluasi;

Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di seksi analisa, monitoring dan
evaluasi;

Menyiapkan bahan penginvetarisasian permasalahan yang berhubungan dengan
pelaksanaan APBD dan Menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan
evaluasi APBD secara periodik sesuai kebijakan pimpinan daerah;

Menyiapkan bahan pelaksanaan analisa laporan keuangan;

Memfasilitasi pelaksanaan audit yang baik yang dilaksanakan oleh auditor eksternal
maupun internal;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah baik setingkat kabupaten/kota,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka

penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan kepala badan;



5.3

10.

11.

12.

13.

Pelaksanaan pengawasan terhadap pencatatan pendapatan daerah dan belanja
daerah serta pembiayaan daerah sesuai jenis penerimaan, belanja dan pembiayaan
untuk tertib administrasi;

Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di seksi
analisa, monitoring dan evaluasi;

Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi analisa, monitoring
dan evaluasi;

Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi analisa, monitoring dan
evaluasi;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai wewenang

bidang tugasnya.

Seksi Penyusunan Laporan Keuangan

Kepala Seksi Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan

perumusan Kkebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian

bimbingan di bidang Penyusunan laporan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Penyusunan Laporan Keuangan melaksanakan

fungsi :

1.
2.

Penyusunan program kegiatan seksi penyusunan laporan keuangan;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi penyusunan laporan
keuangan;

Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di seksi penyusunan laporan
keuangan;

Menyiapkan penyusunan dan penggabungan Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan dan Aset Daerah, meminta kepada Kepala SKPD sebagai PA/KPA untuk
menyiapkan Laporan Keuangan dan Kinerja Interim sekurang-kurangnya setiap
triwulan, menyiapkan pernyataan tanggungjawab atas Laporan Keuangan Tahunan
bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan serta menyajikan informasi
keuangan daerah;

Penyusunan laporan berkala/realisasi anggaran triwulan, semesteran, tahunan;
Pelaksanaan pengumpulan data dari SKPD dan SKPKD untuk
dikompilasi/penggabungan guna penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

Menyusun draft rancangan Peraturan daerah/Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan memfasilitasi pembahasan dengan
DPRD dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada
Gubernur sebagai bahan evaluasi dan sampai RANPERDA/RANPERBUP tersebut
ditetapkan menjadi PERDA dan PERBUP pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
Menggandakan dan mendistribusikan dokumen-dokumen yang dihasilkan melalui
pelaksanaan tugas berupa PERDA/PERBUP Pertanggungjawaban APBD, laporan
bulanan, triwulanan, semeteran kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan

instansi lainnya yang berdasarkan ketentuan harus diberikan;



9. Pelaksanaan pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan
manajerial dari entitas akuntansi menjadi laporan tunggal (laporan kompilasi) sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

10. Penyiapan dokumen produk hukum tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
beserta Penjabarannya dan dokumen pendukung lainnya;

11. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan pencatata serta pengolahan data penerimaan
dan pengeluaran dari kas daerah menjadi pencatatan rekening timbal — balik;

12. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di seksi
Penyusunan Laporan Keuangan;

13. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi Penyusunan Laporan
Keuangan;

14. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi Penyusunan Laporan
Keuangan;

15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai wewenang

bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Aset dan Investasi Daerah
Kepala Bidang Pengelolaan Aset dan Investasi Daerah mempunyai tugas

merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi aset, pengamanan
aset dan penilaian asset daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Aset dan Investasi Daerah

melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi aset, bidang
Pengamanan aset dan bidang Penilaian asset;

2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran (RKA) di bidang
Penyusunan Laporan keuangan, penatausahaan keuangan dan monitoring dan
evaluasi keuangan;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di di bidang Penyusunan Laporan keuangan,
penatausahaan keuangan dan monitoring dan evaluasi keuangan;

4. Pelaksanaan penyusunan system asset daerah yang meliputi : perencanaan,
penganggaran, pengadaan, penggunaan, penatusahaan, pemanfaatan,
pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan aset
daerah;

5. Pengkoordinasian perencanaan analisa kebutuhan, penganggaran dan pengadaan
aset daerah;

Pengkoordinasian penatusahaan asset daerah,;

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan
pemberdayaan aset daerah;

Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengamanan aset daerah;

Pengkoordinasian dan pelaksanaan penilaian, penghapusan dan pemidahtanganan

asset;
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10. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pemanfaatan dan pemberdayaan aset
daerah;

11. Pengkoordinasian penetapan status asset daerah;

12. Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian pemanfaatan, pemindahtanganan dan
penyusunan neraca aset;

13. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang administrasi aset, pengamanan aset dan penilaian aset;

14. Penyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang;

15. Penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Bidang;

16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala bidang sesuai
wewenang bidang tugasnya.

Seksi Administrasi Aset

Kepala Seksi Administrasi Aset mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang

Administrasi Aset.

Untuk menyelenggarakan tugas, kepala Seksi Administrasi Aset melaksanakan fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi aset;

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi administrasi aset;

3. Menyiapkan bahan pengordinasian pelaksnaan tugas di bidang administrasi aset;

4. Menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan analisa  kebutuhan,
penganggaran dan pengadaan asset daerah;

5. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pendataan, penginventarisasian
maupun pencatatan aset daerah;

6. Penyiapan bahan penyusunan system asset daerah yang meliputi : perencanaan,
penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,penyaluran, penggunaan dan
penatusahaan asset daerah;

7. Meyiapkan bahan penghimpunan, pengolahan dan penyusunan laporan pencatatan
aset daerah;

Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang administrasi aset
Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang administrasi aset;

10. Penyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;

11. Penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;

12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala bidang sesuai
wewenang bidang tugasnya.

Seksi Pengamanan Aset

Kepala Seksi Pengamanan Aset mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan

kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di

bidang Pengamanan Aset.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Pengamanan Aset melaksanakan fungsi:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengamanan aset;

2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi pengamanan aset;

3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengamanan

aset;



10.
11.
12.

Menyiapkan bahan penyusunan sistim administrasi aset daerah yang meliputi :
pemanfaatan,pengamanan dan pemeliharaan aset;

Pelaksanaan pembinaaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan
pemberdayaan aset;

Penyiapan bahan pengamanan aset;

Penyiapan bahan sertifikasi dan pengakuan hukum lainnya atas aset;

Penyiapan bahan penelitian dan pengkoordinasian pemindahtanganan, perubahan
klasifikasi aset maupun mutasi aset;

Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang administrasi aset;

Penyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;

Penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala bidang sesuai

wewenang bidang tugasnya.

6.3 Seksi Penilaian Aset

Kepala Seksi Penilaian Aset mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang

penilaian aset.

Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Seksi Penilaian Aset melaksanakan fungsi :

1.

2.
3.
4

10.
11.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian aset;

Menyiapkan bahan penyusunan rencana program seksi penilaian aset;

Menyiapkan bahan pengordinasian pelaksnaan tugas di bidang penilaian aset;
Menyiapkan  bahan penyusunan sistim  administrasi aset yang meliputi
penghapusan dan pemindahtanganan aset;

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksaaan penilaian aset;

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksaaan penghapusan aset dan
pemindahtanganan aset;

Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksaaan penghitungan aset dan
penghapusan aset;

Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di
bidang administrasi aset;

Penyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi;

Penyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi;

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala bidang sesuai

wewenang bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai

dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang

berlaku.
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a. Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

b. Setiap kelompok sebagaimana dimasud dalam pasal 55 ayat (1) dipimpin oleh seorang
Tenaga Fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada
Kepala Badan;

c. Jumlah jabatan Fungsional serta pembinaannya diatur sesuai dengan pereturan
perundang — undangan yang berlaku;

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaannya diatur sesuai dengan

pereturan perundang —undangan yang berlaku.

Sumber Daya BPKAD

Sumber Daya yang dimiliki untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi,
baik personil maupun sarana dan prasarana memegang peran penting. Jumlah pegawai
per Februari 2020 adalah sebanyak 63 orang tidak termasuk Tenaga Harian Lepas (THL).
Berikut ini data Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
tercantum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No. Nama jabatan Jumlah (orang)
1. | Kepala dinas 1
2. | Sekretaris 1
3. | Kepala Bidang 4
4. | Kepala Subag/Seksi 15
5. | Staf/ pelaksana 42
6. | Fungsional -
Jumlah 63

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian BPKAD

Jika dilihat dari jenjang pendidikannya, maka struktur pegawai di lingkungan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan
pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2



Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah
No. JABATAN
S3 S2 S$1 D3 |SMA | SMP | SD

1 Kepala Dinas 1

2 Sekretaris 1

3 Kepala Bidang 1 3

4 Kepala Subag/Seksi 4 11

5 Staf/ Pelaksana 3 15 4 20

Berdasarkan data kepegawaian BPKAD diatas terdapat 63 Aparatur Sipil Negara (ASN),
dengan pendidikan Strata 1 dengan Jumlah 30 orang dan Strata 2 dengan Jumlah 9
orang, sedangkan untuk kondisi saat ini belum ada ASN yang berpendidikan Strata 3.
Selanjutnya Komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada
Tabel 2.3 dibawah ini, Jumlah ASN yang paling banyak vyaitu Golongan Il

dengan jumlah 41 Orang, diikuti Golongan Il dengan jumlah 20 Orang dan
Golongan IV 2 Orang.

Tabel 2.3

Pegawai ASN BPKAD
Berdasarkan Golongan

No. GOLONGAN Jumlah (orang)

1. Golongan IV 2

2. Golongan llI 41

3. Golongan I 20

4. Golongan | -
Jumlah 63

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian BPKAD

Struktur pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud berdasarkan Eselon tercantum dalam tabel 2.4



Tabel 2.4

Pegawai ASN BPKAD
Berdasarkan Eselon

No. ESELON Jumlah (orang)
1. Eselon I 1
2. Eselon IlI 5
3. Eselon IV 15
4. Staf/JFU 42
Jumlah 63

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian BPKAD

Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada Tabel
2.5.

Tabel 2.5

Daftar Inventaris Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

No. Jenis Barang JUMLAH
1 Kendaraan Roda Dua 13
2 Proyektor 2
3 Rak Kayu 15
4 Rak Besi / Metal 10
5 Lemari kayu 28
6 Papan Pengumuman 1
7 Mesin Absensi 3
8 Uninterruptible Power System (UPS) 2
9 Alat Penghancur Kertas 2
10 Kursi besi/metal 30
11 Meja Rapat 4
12 Kursi Putar 13
13 Kursi Biasa 59
14 Keyboard Yamaha 1
15 Meja Biro 68
16 Sofa 2




17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Meja eselon Il 1

Lemari es 1
Ac Split 21
TV 1
Equalizer 2
Loudspeaker 2
Microphone 2
Camera Foto 3
Stabilisator 1
Camera Video 3
Laptop 23
Mimbar/Podium 1
Gorden 2
Generator Krisbow KW 26-917 +panel 1
Printer 15
PC Unit 40
Server 2
CPU 2
Peralatan Jaringan Lain-lain 1
Antena SHF/ Parabola stationary 3

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh organisasi sesuai dengan tugas

dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan program

dan kegiatan yang dapat diukur dalam periode waktu tertentu. Indikator kinerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan tugas

dan fungsinya adalah :

o gk w N~

Tersusunnya Rancangan APBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tepat Waktu.
Terakomodirnya anggaran Urusan Pendidikan sebesar 20 % dalam APBD.
Terakomodirnya anggaran Urusan Kesehatan sebesar 10 % dalam APBD.
Terlaksananya administrasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
Terlaksananya Penetapan APBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tepat Waktu.
Terlaksananya Penyusunan Regulasi terkait Pengelolaan Keuangan dan asset
Daerah.

Terlaksananya penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat
waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan Rl Perwakilan Sulawesi Utara.
Tercapainya opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Terwujudnya pelaksanaan Sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Talaud.

Terlaksananya proses pemanfaatan Aset Tetap yang diusulkan.

Terlaksananya proses penghapusan Aset yang diusulkan.

Terlaksananya proses pengamanan administrasi Barang Milik Daerah.
Terlaksananya inventarisasi Aset Tanah, Gedung dan Bangunan yang telah
ditargetkan.

Terlaksananya penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang
diusulkan.

Terlaksananya evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten
yang disampaikan.

Terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi Ranperda APBD oleh Kabupaten.
Terlaksananya evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten yang
dievaluasi.

Terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD oleh

Kabupaten.

Berikut capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud diukur berdasarkan sasaran/target dalam Renstra

periode

sebelumnya, pada umumnya belum memenuhi target vyang telah

ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :



Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Kinerja Target | Target | Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Sesuai Tugas dan NSPK IKK Indikator ke-

Fungsi Perangkat Lainnya 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 2016 | 2017 2018 2019 2015 | 2016 2017 2018 2019
Daerah

Meningkatnya - - - 95% 98% | 100% 50% | 52,10% | 54,61% 52,63 53,06 55,00
persentase
penatausahaan,
penggunaan, dan
pemanfaatan
pengamanan aset
secara akuntabel

Meningkatnya - - - 95% 98% | 100% 32% 34% 62% 33,68 34,69 62,00
persentase
pengelolaan
keuangan dan aset
secara professional
dan kompetensi
aparatur

Meningkatnya - - - 95% 98% | 100% 100% 100% 100% 105,26 | 102,04 | 100,00
persentase
pengelolaan
keuangan daerah
sesuai aturan yang
berlaku




Dari tabel diatas, bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

(Nomenkelatur Baru) Kabupaten Kepulauan Talaud dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah. Dimana BPKAD ini mulai aktif operasionalnya pada tanggal 1 Januari 2017.

Sehingga perbandingannya hanya dapat dilakukan mulai Tahun 2017.

Secara umum BPKAD telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran

strategis yang telah ditetapkan dalam renstra, dari 3 sasaran dengan 3 indikator kinerjanya, 1

indikator kinerja mempunyai capaian kinerja 100% sedangkan indikator lainnya belum dapat

memenuhi target dikarenakan :

1.

Pengelolaan aset daerah yang belum optimal, diantaranya yaitu lahan/tanah yang dimiliki
oleh Pemerintah kabupaten Kepulauan Talaud sesuai data sejumlah 461 bidang, yang
bersertifkat baru 24,95%. Anggaran kegiatan yang diberikan juga terbatas sehingga target
pencapaian kinerja dari tahun ke tahun rendah.

Kemudian kendaraan dinas sampai tahun 2019 data kendaraan dinas milik Pemda
Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 1.106 unit. Kendaraan yang memiliki persuratan
lengkap sebanyak 932 unit atau 84,27%.

Dari Kedua indikator pengukur tersebut realisasi kinerja belum bisa memenuhi pencapaian
target indikator sasaran persentase penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan
pengamanan aset secara akuntabel.

Indikator sasaran persentase pengelolaan keuangan dan aset secara profesional dan
kompetensi aparatur, dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui bimbingan teknis atau pelatihan
yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Rl dan lembaga yang memiliki izin
penyelenggara dari Kemendagri.

Realisasi persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ini masih rendah,
terakhir sebesar 62% atau dikategorikan cukup, hal ini disebabkan karena keterbatasan

anggaran kegiatan sehingga belum semua ASN BPKAD mengikuti Bimtek atau pelatihan.

Berikut gambaran tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2015-2019
pada tabel 2.7 berikut :



Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kepulauan Talaud

Rata-rata Pertumbuhan
Anggaran pada Tahun ke- i Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara i dan Anggaran Tahun ke-
Uraian
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 2015 2016 2017 2018 2019 (%) (%)
248.560.000 248.560.000 100% 0% 0%
PENDAPATAN
0% 0%
PENDAPATAN ASLI DAERAH
- Hasil Retribusi Daerah 248.560.000 248.560.000 100% 0% 0%
BELANJA 13.662.699.017 14.532.274.099 19.220.126.219 13.280.250.428 13.881.872.424 18.545.024.202 97,20% 95,52% 96,49% 18,61% 18,17%
BELANJA OPERASI 13.334.566.017 14.383.920.099 18.315.321.219 12.958.038.978 13.748.774.424 17.665.333.513 97,18% 95,58% 96,45 17,20% 16,76%
- Belanja pegawai 5.252.192.413 5.792.175.899 7.191.714.026 5.246.278.663 5.765.465.650 7.086.263.933 99,89% 99,54% 98,53% 17,02% 16,22%
- Belanja barang dan jasa 8.082.373.604 8.591.744.200 11.123.607.193 7.711.760.315 7.983.308.774 10.579.069.580 95,41% 92,92% 95,10% 17,31% 17,12%
BELANJA MODAL 328.133.000 148.354.000 904.805.000 322.211.450 133.098.000 879.690.689 98,20% 89,72% 97,22% 66,06% 65,23%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 328.133.000 148.354.000 454.805.000 322.211.450 133.098.000 429.755.689 98,20% 0% 94,49% 17,73% 15,49%
Belanja Modal Bangunan dan Gedung 450.000.000 449.935.000 0% 0% 99,99% 0% 0%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun
Berkenaan (13.662.699.017) (14.532.274.099) (18.971.566.219) (13.280.250.428) (13.881.872.424) (18.971.566.219)

Pada tabel 2.7 Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mendapat target PAD berupa Hasil Retribusi Daerah, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -
Penyewaaan Tanah, persentase realisasi sebesar 100%.

Sedangkan belanja selama tiga tahun mengalami kenaikan, yaitu anggaran belanja operasi dengan rata — rata pertumbuhan sebesar 17,20%, dan realisasi belanja operasi rata
— rata pertumbuhan sebesar 16,76%. Kemudian untuk anggaran belanja modal rata — rata pertumbuhan sebesar 66,06%, realisasi belanja modal rata — rata pertumbuhan
sebesar 65,23%.



Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kabupaten Kepulauan Talaud

Anggaran pada Tahun k Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
Uraian
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 { 2 3 4 5
2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran (%) Realisasi (%)
2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2015 (Rp) 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) (%) (%) (%) (%) (%)
PENDAPATAN 691.753.730.680 | 820.632.925.008 | 896.975.284.307 855.858.183.409 | 900.987.823.882 681.515.013.060 | 798.195.873.433 | 858.409.280.856 | 825.152.279.447 862.416.714.642,73 | 98,52 96,21 | 9570 | 9641 | 102,55 5,00 6,06
PENDAPATAN ASLI DAERAH 27.357.185.578 | 24.542.048.570 | 51.506.301.989 34.686.917.622 | 30.038.618.920 24.087.142.610 20.604.217.935 | 22.922.644.452 | 23.866.863.507 28.440.479.655,73 | 88,05 12063 | 4450 | 6881 | 94,68 237 424
- Pendapatan pajak daerah 4.026.661.992 4.227.559.021 16.314.490.308 10.420.480.300 | 8.834.424.910 3.962.490.127 6.950.074.626 7.345.507.603 6.077.297.858 7.081.710.369 98,41 16461 | 4502 | 5832 | 80,16 21,70 15,62
- Hasil retribusi daerah 7.198.490.400 6.966.565.200 17.251.288.200 12.947.322.900 | 11.805.819.000 6.753.882.200 7.930.939.328 8.470.521.895 9.593.338.070 11.957.993.516 93,82 11384 | 49,10 | 7410 | 101,20 13,17 15,35
'yaﬂ;ﬂ'igiiggﬁg’r:aa” kekayaan daerah | 33.289.899 33.289.899 33.289.899 50.000.000 39.275.005 20.107.657 26.536.005 41.954.872 171.836.975 0,00 6040 | 7971 | 12603 | 34367 0,00 44,63
- Lain-ain PAD yang Sah 16.132.033.186 | 13.314.634.450 | 17.907.233.582 11285.824523 | 9.348.375.010 13.331.495.278 14.694.096.324 | 7.080.078.949 8.154.272.707 0.228.938.795,73 82,64 11036 | 3964 | 7225 | 9872 12,75 -8,78
DANA PERIMBANGAN 565.772.980.000 | 706.944.511.000 | 694.720.285.844 662.630.352.000 | 706.723.049.000 557.346.730.394 | 658.538.764.521 | 684.338.535.833 | 642.516.462.205 681.680.070.236 98,51 9315 | 9851 | 9696 | 9646 5,00 5,00
;)a?:fi hasil pajak/bagi hasil bukan 18.541.136.000 | 16.257.106.000 | 16.090.713.844 15.440.965.000 | 15.588.820.000 14.114.877.394 15.678.364.716 | 11.807.651.602 | 14.507.172.705 13.079.423.539 76,13 96,44 | 7338 | 9396 | 8390 4,24 1,89
- Dana alokasi umum 443.925.813.000 | 493.542.802.000 | 484.872.842.000 488.354.687.000 | 508.329.424.000 443925813000 | 493.542.802.000 | 484872842000 | 488.339.366.000 508.329.424.000 100 100 100 100 100 344 344
- Dana alokasi khusus 103.306.040.000 | 197.144.603.000 | 193.756.730.000 158.834.700.000 | 182.804.805.000 99.306.040.000 149.317.597.805 | 187.658.042.231 | 139.669.923.500 160.271.222.697 96,13 7574 | 9685 | 87,93 | 87,67 15,34 12,71
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH
VANCISAH mearman || momenm || amemenan 158.540.913.787 | 104:226.155.962 100.081140.056 110.052.890.977 | 151.148.109.571 | 158.768.953.735 152.296.164.751 101,48 | 11213 | 10026 | 100,14 | 146,12 1,39 11,07
- Pendapatan Hibah - i ) 0.073.400.000 12.996.000.000 - - - 8.526.150.951 0 0,00 0,00 0,00 93,97 | 0,00 0,00 0,00
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi
o e I 6.644.863.102 12.530.014.438 10.595.756.474 14.760.377 787 15.331.838.962 7.580.748.056 12.445530.977 | 13.301.359.723 | 15.545.206.784 16.927.546.951 87,69 99,25 | 12553 | 10525 | 110,41 15,40 22,24
- E:J‘:u genyes“aia” dan otonomi 51.824.285.000 - 35.250.000.000 23.937.836.000 51.824.285.000 - 35.250.000.000 23.937.836.000 100 0,00 0,00 100 100 7,56 17,56
- Bantuan keuangan dari provinsi 0 1.900.000.000 1.000.000.000 0 2.521,699.000 0 999.460.000 0 0,00 0,00 0,00 99,95 | 0,00 0,00 100
atau pemerintah daerah lainnya
- Pendapatan Lainnya 38154408000 | 85607351000 | 138.252.940.000 08.448.136.000 | 111-960.481.000 38.154.408.000 97.607.351.000 | 137.846.749.848 | 98.448.136.000 111.430.781.800 100 1402 | 99,71 100 99,53 30,88 30,73
BELANJA 758.999.403.181 | 890.415.341.478 | 922.527.396.863 868.200.588.617 | 926.040.055.161,88 | 685.068.442.000 | 834.602.779.563 | 870.609.997.204 | 812.451.453.376 866.757.743.860 90,38 9373 | 9437 | 9358 | 93,60 510 6,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 378.061.777.907 | 458.687.514.874 | 443.654.636.908 525.154.760.377 | 510.366.504.138 344.675.651.054 | 441.504.132.515 | 433.078.698.467 | 511.495.160.475 499.784.431.842 97,77 96,25 | 97,62 | 9740 | 97,93 8,00 8,00
- Belanja pegawai 312481445066 | 332.761.188.823 | 279.548.567.056,72 | 323.702.154.805 | 327.120.420.895 283418.817.884 | 314921113315 | 277.924.622.017 | 315.380.275.697 318.892.644.951 90,70 9464 | 9942 | 9743 | o748 115 3,00
- Belanja hibah 3.203.709.790 5.354.600.000 10.478.800.000 42.054.200.000 | 3.764.491.000 2.776.004.0910 7.487.349.400 10.314.000.000 | 41.981.478.658 3.764.400.000 866,50 | 139,83 | 9843 | 99,83 | 100 41 -39,32
- Belanja bantuan social 1.393.615.000 2.456.000.000 10.067.000.000 5.840.900.000 4.799.500.000 1.243.415.000 2.220.500.000 9.452.000.000 2.123.100.000 3.754,000.000 89,22 90,41 9380 | 3635 | 7822 36,23 31,82
- Belanja bagi hasil kepada
provinsi/kabupaten/kota dan | 557.492.000 1.116.744.800 1.116.744.800 2.336.780.320 2.064.024.391 557.492.000 1.116.744.800 853.287.400 2.336.780.320 2.064.024.391 100 100 7641 | 100 100 38,71 38,71

pemerintah desa




- Belanja bantuan keuangan kepada

provinsilkabupaten/kota dan | 56.425516.051 | 115998.981.251 | 142.343.525.051,28 | 150.220.725.251 | 172.118.067.852 56.319.091.400 115.758.425.000 | 134.534.789.050 | 149.673.525.800 171.309.362.500 99,81 9979 | 9451 | 99,64 | 99,53 32,16 32,06
pemerintah desa
- Belanja tidak terduga 4.000.000.000 1.000.000.000 100.000.000 1.000.000.000 500.000.000 342.829.900 0 0 0 0 8,57 0,00 0,00 0,00 0,00 40,54 100
BELANJA LANGSUNG 380.937.625.273 | 431.727.826.603 | 478.872.759.955 343.054.828.240 | 415.673.551.023,88 | 341.310.770.946 | 393.098.647.048 | 437.531.298.737 | 300.956.292.901 366.973.312.018 89,60 91,05 | 91,37 | 87,73 | 8828 2,00 1,83
- Belanja pegawai 21435043001 | 28.596.379.619 | 8.124588.018 5.825.082.646 4.663.831.267 18.236.796.417 26.305.050.801 | 6.845.944.187 4.827.897.763 4.023.905.200 85,08 91,99 | 8426 | 8288 | 8628 31,70 31,46
- Belanja barang dan jasa 142.822.946.123 | 165.012.244.469 | 217.720.414.860 218.828.920.015 | 259.356.244.146,88 | 133.700.161.803 | 148.477.310.776 | 200.055.552.938 | 198.090.244.719 229.778.595.970 93,61 89,88 | 91,89 | 90,52 | 88,60 16,08 14,50
- Belanja modal 216.679.636.059 | 238.119.202515 | 253.027.757.077 118.400.825.579 | 151.653.475.610 189.373.821.726 | 218.316.276471 | 230.629.801.612 | 98.038.150.419 133.170.810.848 87,40 91,68 | 9115 | 8280 | 87,81 8,53 8,43
— SERELUSY (67.245.672.501) | (60.782.416.470) | (25.552.112.556) (12.351.405.208) | (25.052.231.279,88) | (4.453.408.940) (36.406.906.130) | (12.200.707.348) | 12.700.826.071 (4.341.029.217,27) | 6,62 5090 | 47,75 | 102,83 | 17,33 21,87 -0,64
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 91.064.182.824 | 66.488.873.174 | 25.552.112.556 13351405208 | 25.052.231.279,88 | 91.064.182.824 66.466.388.920 | 25552112556 | 13.351.405.208 25.052.231.279,88 | 100 99,97 | 100 100 100 27,58 27,58
Tosa Lebin Perhilungan Anggaran | g1064.182.824 | 66.488.873.474 | 25.552.112.556 13.351.405208 | 25.052.231.279.88 | 91.064.182.824 66.466.388.920 | 25552112556 | 13.351.405.208 25.025.231279,88 | 100 99,07 | 100 100 100 27,58 27,58
ahun Anggaran Sebelumnya
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 23.818.510.323 | 5.706.456.704 1.000.000.000 20.121.900.710 4.507.370.234 1.000.000.0000 84,48 7899 | 0,00 100 0,00
oneonyertaan  Modal - (investasi) | 5 000.0000.000 | 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0,00 0,00 0,00 100 0,00
'emerintah Daerah
- Pembayaran Pokok Utang 21818510323 | 5706.456.704 20.121.900.710 4.507.370.234 92,22 7899 | 0,00 0,00 0,00 100 100
PEMBIAYAAN NETTO | 67.245.672501 | 60.782.416.470 12.351.405.208 70.942.282.114 61.959.018.686 12.351.405.208 10550 | 10194 | 0,00 100 0,00 -100 -100
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN
TAHUN BERKENAN | 0 0 - 66.488.873.174 25.552.112.556 25.052.231.279,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai unsur pengelola keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Talaud, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan bagian penting dalam
proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkembangan regulasi pengelolaan
keuangan yang berkembang secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang
dalam mengembangkan pelayanan keuangan daerah kepada seluruh stakeholders.
Selain itu, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat
harus diiringi dengan kualitas dan kepastian hukum atas seluruh produk layanan
keuangan maupun pengelolaan aset yang dihasilkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam
periode lima tahun ke depan berupaya untuk mengembangkan layanan atas seluruh
tahapan pengelolaan keuangan melalui peningkatan kapasitas SDM yang tepat dan
berbasis kompetensi sehingga aparatur pengelola keuangan dan aset daerah memiliki
pemahaman konsep regulasi yang matang dan memiliki kemampuan teknis implementasi
yang memadai. Layanan keuangan dan pengelolaan aset berbasis teknologi akan terus
dikembangkan secara berkesinambungan untuk mengimbangi dinamika regulasi yang
dengan cepat mengalami perubahan dan penyempurnaan, serta memberi dukungan data
dan informasi keuangan dan aset yang akurat, tepat, dan dapat diandalkan dalam rangka
pengambilan keputusan oleh unsur pimpinan daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam kerangka mendukung pencapaian visi
dan misi pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

a. Tantangan :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Talaud;

2. Dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum
mempertimbangkan hasil-hasil pemeriksaan auditor eksternal dan internal,

3. Perkembangan teknologi berbasis teknologi informasi yang cepat dalam
pengelolaan keuangan;

4. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;

5. Sumber daya aparatur di bidang akuntansi belum merata disemua Perangkat
Daerah;

6. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;

7. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai
dari  modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan
pertanggungjawaban;

8. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan
semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai pada semua
Perangkat Daerah;

9. Terbatasnya potensi sumber daya aparatur pengelola keuangan dan aset

daerah.



Peluang :

1.

A T

Perubahan regulasi menuntut reformasi birokrasi pengelolaan keuangan
dan aset daerah;

Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
Kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dan sudah ditetapkan;

Peningkatan mutu aparatur pengelola keuangan dan aset pada BPKAD;
Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;

Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan auditor eksternal dan internal
dalam rangka pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah
yang berbasis akrual pada semua entitas akuntansi (SKPD dan SKPKD) sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam rangka meraih opini wajar

tanpa pengecualian (WTP);

8. Sistem pengendalian intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja;

9. Pelaksanaan transaksi non-tunai yang telah dimulai oleh Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Talaud;

10.Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum;

11.Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.



3.1

BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 03 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan
Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 54 Tahun 2016 tentang susunan kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, maka Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud bertugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud berperan
sebagai SKPKD dan SKPD. Dan Kepala BPKAD berperan selaku PPKD sekaligus Kepala
SKPD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 permasalahan dibidang keuangan yaitu
perlunya penguatan, penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah,
peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI); belum optimalnya penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual melalui penataan kelembagaan,
serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi
pemerintah daerah. Untuk masa yang akan datang, kondisi ini harus menjadi perhatian
Pemerintah Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan
pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi di masing-masing Bidang sebagai
Unit Kerja di Lingkup BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Berikut ini berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam menjalankan Tugas
dan Fungsi BPKAD, dan diharapkan akan dapat diselesaikan selama periode
pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020-2025 sebagai berikut :

o Sekretariat Badan
a. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung Pimpinan maupun
bidang-bidang;
b. Kurangnya SDM secara kualitas maupun kuantitas, sehingga sekretariat kurang
dapat memberikan dukungan terhadap Pimpinan maupun bidang-bidang.
e Bidang Anggaran
a. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam evaluasi Gubernur atas RAPBD

Kabupaten Kepulauan Talaud;

b. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan dokumen
penganggaran RKA-SKPD dan DPA-SKPD;

c. Masih kurangnya ketelitian Tim Asistensi/verifikasi dalam
memeriksa/memverifikasi dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD;



d. Pengintegriasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari
modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan
pertanggungjawaban.

e Bidang Akuntansi
e Sumber Daya Aparatur pengelola akuntansi yang bukan berlatar belakang
pendidikan akuntansi sehingga masih memerlukan pelatihan dan pembinaan secara

berkelanjutan;

e Perubahan regulasi yang berubah secara dinamis dan cepat;

e Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan dan aset terhadap penerapan

akuntansi pemerintah berbasis akrual.
e Bidang Perbendaharaan

e SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir

tahun;

o Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan

kas daerah;

o Perlunya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara

Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bank;

e Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di SKPD;

e Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun

anggaran;

e Lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait data dengan gaji dan

tunjangan anak sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga
di mana sebagian besar ditemukan oleh auditor, dikarenakan SKPD kurang
menanggapi respon tersebut dengan baik;

e Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua

transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;
e Bidang Aset

o Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai;

¢ Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD;

o Sertifikasi lahan milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud belum optimal

terkait bukti kepemilikan;

e Prosedur pencatatan BMD belum memadai;

o Keterbatasan sumber daya aparatur penilaian BMD;

e Masih rendahnya kesadaran penyewa lahan fasilitas umum terhadap kewajiban

dalam membayar retribusi.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1. Kapasitas sarana Masih kurangnya sarana dan Keterbatasan anggaran untuk
dan prasarana prasarana untuk mendukung pengadaan
belum memadai Pimpinan maupun bidang-bidang




Tata Kelola
Keuangan dan

Aset Daerah
Kabupaten
Kepulauan Talaud
yang belum Optimal

Masih adanya koreksi terhadap
APBD dalam evaluasi Gubernur
atas RAPBD Kabupaten
Kepulauan Talaud

Masih terjadi kesalahan entri
rekeningrincian obyek belanja oleh
SKPD

Kurangnya perhatian SKPD dalam
proses penyusunan dokumen
penganggaran RKA-SKPD dan
DPA-SKPD

- SKPD tidak mengikuti dengan
baik sosialisasi penyusunan
APBD;

- DPA yang disampaikan oleh
SKPD belum dapat direvieuw
secara keseluruhan oleh TAPD
dan inspektorat

Masih kurangnya ketelitian Tim
Asistensi/verifikasi dalam
memeriksa/memverifikasi dokumen
RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Ketersediaan waktu TAPD untuk
memverifikasi terbatas, sedangkan
dokumen RKA-DPA sangat banyak

Belum terintegriasinya Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah mulai dari modul
perencanaan, penganggaran,
penatausahaan aset dan
pertanggungjawaban

Sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah yang dipakai
belum terintegrasi

Perubahan regulasi yang berubah
secara dinamis dan cepat

Sesuai dengan kemajuan teknologi
informasi, regulasi yang ada masih
belum optimal

Kurangnya pemahaman
pengelolaan keuangan dan aset
terhadap penerapan akuntansi
pemerintah berbasis akrual

Sering terjadinya pergantian
pejabat/pengelola akuntansi

SKPD masih belum mematuhi
aturan tentang batas akhir
pencairan pada akhir tahun

SKPD belum optimal
menata/mengatur ROK dengan
baik

Kecepatan dan ketepatan layanan
perbendaharaan dan pengelolaan
kas daerah

Belum adanya SOP yang menata
efisiensi dan efektif pelayanan
perbendaharaan dan pengelolaan
kas daerah

Perlunya koordinasi secara
simultan antara pengelola Kas
Daerah, Bendahara Pengeluaran
SKPD, Bendahara Penerimaan
SKPD dan Bank

Kurangnya kegiatan rekonsiliasi
data dan laporan, dan akses
informasi yang sering terlambat
karena masalah jaringan

Belum tertibnya administrasi
pengendalian belanja di SKPD

Belum optimalnya penerapan
anggaran kas pada belanja

Pelaksanaan penyerapan | Belum maksimalnya pelaksanaan
anggaran sebagian besar | KAK dan ROK setiap kegiatan
menumpuk  di akhir  tahun

anggaran

Lambatnya laporan pemutakhiran
data pegawai terkait data dengan
gaji dan tunjangan anak sehingga
sering terjadi kelebihan
pembayaran tunjangan keluarga di
mana sebagian besar ditemukan
oleh auditor, dikarenakan SKPD
kurang menanggapi respon
tersebut dengan baik

Kurangnya kesadaran dari masing-
masing ASN untuk melaporkan
status tunjangan keluarga

Tuntutan regulasi penatausahaan

keuangan daerah yang
mengamanatkan semua transaksi
daerah menggunakan pola

transaksi non-Tunai

Belum semua SKPD melaksanakan
transaksi non-tunai

Regulasi terkait pengelolaan aset
belum memadai

Belum ada Perbub tentang
pengelolaan BMD

Belum optimalnya akurasi data

aset pada tiap-tiap SKPD

Pengurus Barang/P3B Perangkat
Daerah tidak melakukan
inventarisasi secara periodik

Sertifikasi lahan milik Pemerintah

Adanya lahan/tanah milik Pemda

Kabupaten  Kepulauan Talaud | yang sudah dibayar tidak ada lagi
belum optimal terkait bukti | dokumennya
kepemilikan

Prosedur pencatatan BMD belum

Pengurus barang/P3B tidak teliti




memadai dalam membuat rincian barang dari

kontrak/SPK/NP
Keterbatasan sumber daya | Belum ada panduan/pedoman
aparatur penilaian BMD untuk mengikutkan operator daerah

menjadi penilai BMD
Masih rendahnya kesadaran | Kurangnya kesadaran personal
penyewa lahan fasilitas umum | yang menggunakan fasilitas umum

terhadap kewajiban dalam | Pemda
membayar retribusi
3. Kompetensi Sumber Daya Aparatur pengelola Keterbatasan pendidikan aparatur
aparatur belum akuntansi yang bukan berlatar khusus jurusan akuntansi.
optimal belakang pendidikan akuntansi

sehingga masih memerlukan
pelatihan dan pembinaan secara
berkelanjutan

Kurangnya SDM secara kualitas Keterbatasan pendidikan aparatur
maupun kuantitas, sehingga pengelola Arsiparis, Informasi dan
sekretariat kurang dapat Teknologi

memberikan dukungan terhadap
Pimpinan maupun bidang-bidang.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud terpilih periode

2020-2025 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah :
“Menjadikan Kabupaten Talaud Lebih Diberkati”

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih;

Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Elok;

Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Ramah;

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud berlandaskan pada kasih;

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud yang aman;
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Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Tangguh.

Dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas, maka Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan tugas dan
fungsinya berperan dalam melaksanakan misi ke-1 (satu) yaitu “Mewujudkan Kabupaten
Kepulauan Talaud Yang Bersih”.

Tujuan RPJMD yang diharapkan akan dicapai dari pelaksanaan misi tersebut
adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemrintahan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Baik,
Bersih, Efektif Dan Efisien”, dengan sasaran RPJMD yang ingin dicapai yaitu :
“Meningkatkan Kualitas Keuangan Dan Aset Daerah”.

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Talaud
sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2020-2025, Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud yang memiliki peran ganda sebagai Bendahara
Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki faktor-faktor
penghambat maupun pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi,
yaitu :

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;

2. Sumber daya aparatur di bidang akuntansi belum merata disemua Perangkat Daerah;



3.3

Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
Pengintegriasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul
perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;

5. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua
transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;

6. Kualitas dan efektifitas layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan
komunikasi publik, dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, komunikasi
dan informasi yang memadai, serta pengembangan dan pemanfaatan sistem
informasi eksekutif;

SDM di SKPD belum semuanya memahami SAP;
Kurang paham dan cermat SDM di SKPD terhadap pencatatan aset;
Kurang lengkapnya data pendukung persyaratan pensertifikatan SKPD.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi Kementerian Keuangan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015- 2019
adalah Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
inklusif di abad ke-21.

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan,
dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai
prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui
manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan
menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsongmasa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan
pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak
yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid
antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan
fiskal yang efektif.

Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukan bahwa Kementerian
Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan
menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkan
peningkatan yang berkelanjutan.

Dengan visi baru ini, Kementerian Keuangan dengan sepenuh hati memegang
peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara. Kementerian Keuangan
juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih
baik.

Berkenaan dengan Visi diatas misi Kementrian Keuangan adalah:

1. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta
pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;

Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;

Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;

Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
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Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya

Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2034. Secara lebih
operasional dalam PP No0.26/2008 tentang RT RW, khususnya Pasal 2 dikemukakan

bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan :

Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang
di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan
fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat
pemanfaatan ruang;

Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat;

Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;

Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan

Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RT RW Kabupaten

Kepulauan Talaud, maka tujuan Penataan Ruang di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah

untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan sebagai Beranda Depan Indonesia Timur Bagian Utara yang berbasis pada

Sektor Kelautan, Perikanan dan Pertanian, Pariwisata, dan Pertahanan Keamanan.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada rumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Talaud,
maka rumusan Kebijakan Penataan Ruang bagi Kabupaten Kepulauan Talaud
sebagai berikut :

1. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud, meliputi :

a. Pembangunan, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana;

a. Peningkatan potensi sumber daya alam, aksesibilitas pemasaran produksi
dan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan, perikanan, pertanian,
pariwisata;

Peningkatan dan pelestarian lingkungan hidup;

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
Pengamanan kawasan rawan bencana;

Peningkatan kerjasama perdagangan lintas batas;

Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Industri;
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Pengembangan kawasan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan.

2. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Talaud meliputi :



1. Strategi untuk mewujudkan kebijakan pembangunan, peningkatan dan
pengembangan sarana dan prasarana;

2. Strategi untuk mewujudkan peningkatan potensi, sumber daya alam,
aksesibilitas pemasaran produksi dan kualitas sumber daya manusia
dibidang kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata;

3. Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan dan pelestarian
lingkungan hidup;

4. Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk
pertahanan dan keamanan negara;

5. Strategi untuk mewujudkan kebijakan pengamanan kawasan rawan
bencana;

6. Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan kerjasama perdagangan
lintas batas;

7. Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan dan pengembangan
kawasan industri;

8. Strategi untuk mewujudkan kebijakan pengembangan kawasan

pemerintahan, pendidikan dan kesehatan.

3.5 Penentuan Isu-lsu Strategis
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana
pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas
pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.
Berdasarkan gambaran permasalahan, faktor penghambat dan pendorong yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang akan dikelola berdasarkan
tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
adalah :
10. Pengembangan kualitas, kapasitas, kompetensi SDM dan peningkatan integritas dan

nilai etika, peningkatan kualitas legislasi/produk hukum keuangan dan aset daerah;

11. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;

12. Pengembangan sistem teknologi informasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi;
13. Pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi sesuai SAP (basis akrual);

14. Pelayanan perbendaharaan dan kas daerah yang tertib administrasi;

15. Pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai regulasi;

16. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah;

17. Peningkatan inventarisasi dan administrasi penatausahaan, pengelolaan/pemeliharaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban aset milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud;
18. Transaksi non tunai pada semua Perangkat Daerah;
19. Pelaporan keuangan berbasis WEB;
20. Opini BPK WTP untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, dapat disusun analisis Strength, Weaknesses,
Opportunities, and Threat (SWOT), sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2. Hasil analisis SWOT



ini digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan strategi dan kebijakan yang akan
ditempuh dalam periode 2020-2025.

Tabel 3.2
Analisis SWOT Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Kabupaten Kepulauan Talaud

Kode Kekuatan (Strength) Kode Kelemahan (Weaknesses)

S1 . Komitmen Pimpinan Daerah yang kuat dalam | W1 . Reward dan Punishment belum disesuaikan
rangka pembenahan manajemen keuangan dengan kondisi yang sebenarnya
dan aset daerah; berdasarkan ukuran kinerja.

S2 . Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki, | W2 . Kompetensi, kapasitas, kualitas dan
loyalitas, kapasitas dan kompetensi serta integritas aparatur pengelola keuangan dan
pengalaman aparatur pengelola keuangan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan;
dan aset daerah;

W3 . Kualitas dan efektifitas pelayanan,

S3 . Dukungan Teknologi Informasi; Sistem pengelolaan data dan informasi serta
Informasi Manajemen SIMDA Keungan dan komunikasi publik dalam kerangka
Barang yang memadai; transparansi, belum maksimal;

S4 . Ketersediaan dana dan anggaran yang | W4 . Kualitas penyusunan, pelaksanaan,
memadai untuk pelaksanaan tugas dan penatausahaan, pelaporan dan
fungsi; pertanggunggjawaban keuangan

daerah serta pengelolaan aset/barang

S5 . Tersedianya produk regulasi pengelolaan milik daerah belum optimal;
keuangan dan aset daerah;

W5 . Kualitas dan  efektifitas  pengelolaan
belanja dan manajemen kas daerah,
belum efektif, efisien dan ekonomis;

W6 . Kapasitas Sistem Informasi Keuangan
Daerah belum terintegrasi dengan
sistem perencanaan daerah belum
maksimal;

W7 . Akuntabilitas pengelolaan keuangan
dan aset daerah meliputi pengelolaan
perbendaharaan,implementasi
penganggaran dan akuntansi berbasis
akrual, dan penerapan belum optimal pada
semua Perangkat Daerah;

W8

. Kualitas pembinaan pengelolaan
keuangan dan aset daerah belum optimal;
w9 . Kualitas kelembagaan pengelolaan
keuangan dan aset daerah belum
optimal.
Kode Peluang (Opportunities) Kode Ancaman (Threats)

(0) . Pusat kegiatan wilayah menjadi daya magnit T . Perubahan regulasi yang berubah dengan
terhadap hak dan kewajiban daerah; dinamis dan cepat;

02 . Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM T2 . Implementasi penganggaran berbasis
aparatur pengelola keuangan dan aset kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka
daerah yang masih bisa dikembangkan; pengeluaran jangka menengah;

03 . Pengembangan kelembagaan Badan T3 . Kecepatan dan ketepatan layanan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perbendaharaan dan pengelolaan kas
menjadi SKPD yang mandiri, tepat fungsi T4 daerah;
dan tepat ukuran;

04 . Pengembangan standar operasional dan . Pelaksanaan  e-audit dan  monitoring
prosedur dalam rangka penyederhanaan T5 pengelolaan kas daerah secara on-line oleh
pelayanan penyusunan anggaran, Badan Pemeriksa Keuangan Republik
perbendaharaan,pelaporan keuangan, Indonesia;
pengelolaan aset/barang milik daerah;

. Pengintegrasian Sistem Informasi

05 . Review dan revisi regulasi keuangan dan T6 Pengelolaan Keuangan Daerah;
aset daerah serta penyusunan produk hukum
daerah terkait pengelolaan keuangan dan . Tuntutan transparansi informasi
aset daerah; T7 keuangan dan aset daerah;

06 . Kemajuan Teknologi Informasi . Kebebasan dalam mengakses informasi
mendorong pengembangan terintegrasinya T8 keuangan melalui dunia maya;

SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan




dan pelaporan berbasis IT dari SKPD;
T9

O7 |7. Kualitas penganggaran masih  dapat
diperbaiki dengan menerapkan
penganggaran berbasis kinerja;

08 |8. Perbaikan dan penyederhanaan | T10
regulasi keuangan dan aset oleh
pemerintah;

T11

09 |9. Pengembangan website Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
sebagai wujud transparansi.

8. Pengintegrasian sistem pelaporan keuangan
daerah provinsi dengan kabupaten/kota
dalam kerangka Government Financial
Statistic Framework/GFS.

9. Penerapan Treasury Single Account/TSA,

10. Optimalisasi koordinasi pengelolaan
keuangan daerah dan aset dengan
Pemerintah Provinsi;

Dari tabel diatas, mencermati identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses),

serta peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi dalam pencapaian visi dan

misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka disusun rumusan strategi melalui : (1)

mengembangkan kekuatan (strengths) dan mengoptimalkan peluang (opportunities); (2)

mengembangkan kekuatan (strengths) untuk mengatasi ancaman (threats); (3) meminimalisir

kelemahan (weaknesses) untuk memanfaatkan peluang (opportunities); dan (4)meminimalisir

kelemahan (weaknesses) untuk menghindari ancaman (threats), sebagaimana disajikan dalam

matriks berikut :

Tabel 3.3

Matriks Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Talaud

Kekuatan (Strength)

Kelemahan (Weaknesses)

Peluang (Opportunities)

Strategi S-O

Strategi W-O

1. Peningkatan integritas, kompetensi,
disiplin, kinerja dan kesejahteraan
aparatur pengelola keuangan dan
aset
daerah;

2. Penyusunan anggaran berbasis
kinerja (performance based
budgeting), anggaran terpadu
(unified budgeting) dan kerangka
pengeluaran jangka

menengah.

. Optimalisasi tugas dan fungsi

seluruh bagian di lingkup Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

. Penyusunan sistem penganggaran

berbasis akrual (Accrual basis
budgeting);

. Melaksanakan kegiatan yang bersifat

pembimbingan dan koordinasi terkait
pengelolaan anggaran,
penatausahaan, akuntansi dan
pelaporan keuangan dengan metode
metode yang efisien, efektif, terukur,
dan berkelanjutan;

Penyediaan data dan informasi
keuangan dan evaluasi kinerja
keuangan daerah;

. Pelaksanaan evaluasi APBD/APBD-P

dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD berbasis Teknologi Informasi.

Ancaman (Threats)

Strategi S-T

Strategi W-T

1. Meningkatkan kapasitas sistem
informasi keuangan daerah yang
terintegrasi dengan SKPD dan
Pemerintah Provinsi;

2. Meningkatkan penatausahaan
keuangan dan pengelolaan
perbendaharaan dan kas daerah;

3. Implementasi sistem akuntansi basis
akrual dalam penyusunan anggaran,
penatausahaan/ perbendaharaan
dan pelaporan keuangan;

. Meningkatkan capacity building

aparatur dalam rangka penyusunan,
pelaksanaan, dan pelaporan Keuangan
serta pengelolaan aset;

. Meningkatnya efektivitas dan kualitas

mutu layanan, prasarana, pengelolaan
data, informasi dan komunikasi publik;

. Penataan Rekening kas daerah

dan SKPD dalam kerangka TSA
(treasury single account) framework;

. Meningkatkan pelaksanaan asistensi




. Melaksanakan koordinasi dan dan fasilitasi PPK-BLUD, pelaksanaan
fasilitasi penyusunan APBD/APBD-P, bantuan keuangan provinsi kepada
LKPD dan pertanggungjawaban kab/kota dan pemerintahdesa.
pelaksanaan.




4.1

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang
perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,
dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan
hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,
mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan
fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD mengacu pada tujuan,
sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam
RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai
dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Kepulauan Talaud adalah :

Tujuan Meningkat Kualitas Keuangan dan Aset Daerah, dengan sasaran
pertama yaitu : Terwujudnya Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah Yang
Efektif, Efisien, dan Akuntabel. Sasaran ke dua yaitu : Tercapainya Optimalisasi
Pengelolaan BMD.

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut di atas, maka
disusun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD beserta indikator kinerjanya

disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Capaian pada

Tahun Awal Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada
Perencanaan Tahun k Program Kegiatan Sub Kegiatan
. Indikator Indikator 2020 ahun ke
No. Tujuan Tui Sasaran
ujuan Sasaran
2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1. Meningkatkan kualitas | Opini BPK WTP WTP WTP WTP | WTP | WTP
keuangan dan aset
daerah Terwujudnya % Perangkat 20% 21,33 25,33 | 29.33 34 36,67 | Pengelolaan Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
kemandirian Daerah dengan % % % % % Keuangan dan
pengelolaan laporan Daerah Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan
keuangan daerah keuangan Rencana PPAS
yang efektif, efisien kategori baik Anggaran Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
dan akuntabel Daerah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang teknis
penyusunan anggaran SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran
Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
Koordinasi perencanaan anggaran belanja Daerah
Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan
Koordinasi Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
dan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan
Pelaksanaan Beban

Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
Daerah

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban




Pelaksanaan APBD

Penyusunan kebijakan dan panduan teknis oprasional
penyelenggaraan akuntansi Pemerintahan Daerah

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Koordinasi Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

dan

Pengelolaan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,

Perbendahara | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan

an Daerah Dana Transfer Lainnya
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan
Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang
Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis
Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai
Optimalisasi Kas
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi
Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

Penunjang Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Urusan

Kewenangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Ezzgﬁgﬁan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Daerah

Perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penganggara

n, dan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Eyalu_a& Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

inerja . )
Perangkat Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Admistrasi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN




Keuangan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Administrasi Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kepegawaian
Perangkat Sosialisasi peraturanperundang-undangan
Daerah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-
undangan
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Umum Kantor
Perangkat Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pennyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Pengadaan Mebeleur
Barang Milik
Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Eenunjang Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
rusan )
Bangunan Lainnya
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Penyediaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa
Penunjang Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
gs:::zntahan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Daerah
Pemeliharaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Barang Milik Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Daerah Jabatan
Penunjang Pemeliharaan Mebel
Urusan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Tercapainya % Jumlah 77% 81% 84% 87% 90% 94% | Pengelolaan Pengelolaan Penyusunan Standar Harga
optimalisasi perangkat Barang Milik Barang Milik
pengelolaan Barang daerah yang Daerah Daerah Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar
Milik Daerah telah mengelola Kebutuhan Barang Milik Daerah




BMD dengan
baik

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Koordinasi dan penyusunan rencanapemeliharaan/perawatan
Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah

Inventaris Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Koordinasi  pelaksanaan  rekonsiliasi dalam  rangka
penyusunan laporan Barang Milik Daerah

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Koordinasi dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah
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Cascading Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-
kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan
yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam
perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kepulauan Talaud, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis lingkungan
internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal diawali dengan identifikasi kekuatan dan
kelemahan yang ada dalam organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian
dilanjutkan dengan analisis eksternal yang meliputi identifikasi peluang dan ancaman yang
dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana telah diuraikan
dalam Bab II.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan dalam
periode 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan untuk

mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan

Talaud adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi

MENJADIKAN KABUPATEN TALAUD LEBIH DIBERKATI

Misi 1

Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Bersih

Tujuan RPJMD

Terwujudnya Tata Kelola Pemeritahan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Baik,
Bersih, Efektif dan Efisien.

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TUJUAN PD SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Terwujudnya kemandirian Terwujudnya Meningkatkan komitmen kepala
kualitas keuangan pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan | perangkat daerah dalam
dan aset daerah daerah yang efektif, efisien pemerintah yang melakukan efisiensi dan

efektivitas pengelolaan

dan akuntabel efektif, efisien dan . .
keuangan pada masing-masing

berorientasi hasil

Meningkatkan pengawasan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan
daerah yang berbasis kinerja

Meningkatkan kemudahan akses
layanan keuangan daerah skor
IKM layanan keuangan

Meningkatkan kualitas
penyerapan anggaran yang
sesuai dengan perencanaan
anggaran kas

Tercapainya optimalisasi Meningkatkan kualitas Meningkatkatnya kualitas SDM
pengelolaan BMD pengelolaan aset pengelola aset daerah
daerah kabupaten

Meningkatkan kualitas penataan
aset daerah




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selanjutnya harus dituangkan dalam program
dan kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama
lima tahun. Mengacu pada ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan daerah; maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan
pada: pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan
ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar
pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan merupakan serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 2020-2025 Badan
Pengelola Keuangan dan aset daerah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah.

6.1 Rencana Program

Program yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
menterjemahkan sub urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah
provinsi dan daerah kabupaten/kota.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk periode
2021-2025 melaksanakan program-program, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

6.2 Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Dan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas
kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang
undangan.

Berdasarkan program-program yang telah dirumuskan di atas, maka kegiatan dan sub
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kepulauan Talaud dalam periode 2021-2025 adalah :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan :
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub kegiatan :

a) Penyediaan jasa perbaikan peralatan ke Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

b) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

c) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan :

a) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

b) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

¢) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

d) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

e) Penyediaan logistik kantor

f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

f. Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub kegiatan :
a) Pengadaan Mebel
b) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
c) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

dg. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
b) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
c) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan :

a) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
b) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
c) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD



Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan

Koordinasi perencanaan anggaran belanja Daerah

Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan

. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan :

a)
b)

)

h)

i)

Koordinasi dan pengelolaan kas Daerah

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan
Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang
Daerah sebagai Optimalisasi Kas

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Sub Kegiatan

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub kegiatan :

a)

b)

f)

g)

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

Penyusunan kebijakan dan panduan teknis oprasional penyelenggaraan akuntansi
Pemerintahan Daerah

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Sub kegiatan :

a)

Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah



3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub kegiatan :
a) Penyusunan Standar Harga
b) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik
Daerah
c) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
d) Penyusunan kebijakan pengelolaan BMD
e) Penilaian Barang Milik Daerah
f)  Inventarisasi Barang Milik Daerah
g) Pengamanan Barang Milik Daerah
h) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

— — —
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Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan PPKD sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan :

a) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
b) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
c) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel (lampiran I).



PEMETAAN KEBUTUHAN PROGRAM, BISNIS PROSES DAN CROSSCUTTING PROGRAM
BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KEPL. TALAUD

PROGRAM
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH
DAERAH
1 MENINGKATKAN KUALITAS OPINI BPK TERWUJUDNYA TERWUJUDNYA MENINGKATKAN % PD DENGAN LAPORAN PROGRAM KEUANGAN BPKAD
KEUANGAN DAN ASET KEMANDIRIAN PENGELOLAAN KOMITMEN KEPALA PD KEUANGAN KATEGORI PENGELOLAAN
DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH | DALAM MELAKUKAN BAIK KEUANGAN DAERAH

KEUANGAN DAERAH
YANG EFEKTIF, EFISIEN
DAN AKUNTABEL

YANG EFEKTIF EFISIEN
DAN BERORIENTASI
HASIL

EFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN
KEUANGAN PD MASING-
MASING

MENINGKATKAN
PENGAWASAN DAN
FASILITASI
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
YANG BERBASIS KINERJA

MENINGKATKAN
KEMUDAHAN AKSES
LAYANAN KEUANGAN
DAERAH

SKOR IKM LAYANAN
KEUANGAN

MENINGKATKAN
KUALITAS PENYERAPAN
ANGGARAN YANG
SESUAI DENGAN
PERENCANAAN
ANGGARAN KAS




TERCAPAINYA
OPTIMALISASI
PENGELOLAAN BMD

%PENINGKATAN ADMINISTASI PAJAK DAN BP2RD
TERCIPTANYA Eiﬁ?APATAN PBB & EE\T\/Z?&%@ENDAERAH RETRIBUSI DAERAH
MASYARAKAT YANG PERANGKAT DAERAH
TAAT PAJAK DAN
RETRIBUSI
%PENINGKATAN
RETRIBUSI DAERAH
TERBUKANYA POTENSI
MENINGKATKAN SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN ASLI | PENDAPATAN PAJAK
DAN RETRIBUSI YANG
DAERAH BARU
MENINGKATKAN
KUALITAS PENYELESAIAN
PIUTANG PAJAK
PEMERINTAH
MENINGKATKAN MENINGKATNYA PERSENTASE JUMLAH PD PROGRAM ASET BPKAD
KUALITAS PENGELOLAAN | KUALITAS SDM YG TELAH MENGELOLA PENGELOLAAN
ASET DAERAH PENGELOLA ASET BMD DENGAN BAIK BARANG MILIK
KABUPATEN DAERAH DAERAH

MENINGKATKAN
KUALITAS PENATAAN
ASET DAERAH




BAB Vi
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan
Talaud bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam periode lima
tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan
serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2025.

Adapun indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kepulauan Talaud ditampilkan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
TUJUAN KINERJA SASARAN
1 MENINGKATKAN OPINI BPK TERWUJUDNYA PERSENTASE
KUALITAS KEUANGAN KEMANDIRIAN PERANGKAT
DAN ASET DAERAH PENGELOLAAN DAERAH DENGAN
KEUANGAN DAERAH LAPORAN
YANG EFEKTIF, EFISIEN | KEUANGAN
DAN AKUNTABEL KATEGORI BAIK
TERCAPAINYA PERSENTASE
OPTIMALISASI JUMLAH PD YG
PENGELOLAAN BMD TELAH MENGELOLA

BMD DENGAN BAIK




		Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud terpilih periode 2020-2025 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah :




